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PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, sehingga porlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah Provinsi dalam penyusunan
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi perlu
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008'{6ntang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Neaara



Menetapkan :

Republik Indonesia Nomor 4844)

5 Re&idmidhan! Daetdn ﬁé&ﬁhranTNegara Re&%iﬁ'iﬁd’éhééféf%ﬁﬁmef"'é%f \oh®P 126 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 4438); lamDahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anta-a

Jm Prnenntahan ThPrOV|n§| dﬁnﬂmmbugitenm?ta'(Lémgir?n

~°mO0r 41 Tahun 2007 tentan9 OrEan|saS| Perangkat Daerah (Lembarn Necar*
Republlk Indone3|a Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Cembaran Negara Republik Indor. 3 n “

8' A trah ProvinSi Sulawesi Ten99ara Nom°r 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah»
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara-
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
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Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat
Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Provinsi dan Lembaga Teknis Provinsi

Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara-
Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara' '
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12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara;

13. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Lembaga Teknis Provinsi adalah Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

(1)  Sekretariat Daerah Provinsi;

(2)  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan DPRD diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB Il

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Provinsi
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;

(2) Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

(3) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)  Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri
atas:
a. Sekretaris Daerah Provinsi;
b. Asisten Sekretaris Daerah ;
¢. Biro;
d. Bagian;
e. Sub Bagian ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum.

(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1 Biro Administrasi Pemerintahan;
2.Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
3. Biro Hukum;



4, Biro Administrasi Pembangunan;
5. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam'
6.  Biro Humas dan PDE;
7. Biro Keuangan;
8.  Biro Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian-
9. Biro Umum. '
sebagaimana lercantum pada Lampiran
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 6
Syelengg" melaksanakan pembinaan atas
«am asian, ‘
Pasal 7

@

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas m
a. Biro Administrasi Pemerintahan;

b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
c. Biro Hukum.

lachinp friSUL A (]U masin9-™ si"9 dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
an bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Pasal 8

Biro Administrasi Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Otonomi Daerah
a.  Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara;
b.  Sub Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan;
c.  Sub Bagian Evaluasi Kinerja Daerah.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorano Keoala S,h
gian yang erada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

2. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah

a.  Sub Bagian Adm. Wilayah dan Perbatasan;
b.  Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah;
c.  Sub Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama.

fé?g%rrﬂaﬁe‘sebumas masing-masin@ﬁimpi‘Th§0r§ Kéalagnh

3. Bagian Ketertiban

a.  Sub Bagian Trantib dan Linmas;
b. Sub Bagian Penanganan Bencana;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Badas$s qbre SJhTwAAh A 335 masingd masin9 diPimPin °leh seorang Kepala Sub
y 9 perada dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketertiban.

Bagian Kependudukan
a. Sub Bagian Pendaftaran Penduduk;
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b.  Sub Bagian Administrasi Kependudukan;

c.  Sub Bagian Pencatatan Sipil.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kependudukan.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan.
Pasal 9
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Keagamaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
a. Sub Bagian Bina Keagamaan;
b. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keagamaan dan
Pembinaan Kemasyarakatan.

2. Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Sosial
a. Sub Bagian Bina Sosial;
b.  Sub Bagian Bina Kesehatan dan KB;
c.  Sub Bagian Bina Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Kesejahteraan sosial.

3. Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan
a.  Sub Bagian Bina Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender;
b.  Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
c. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Anak dan Remaja.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pendidikan,
Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepaia Bagian yang

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

Biro Hukum terdiri dari;

1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b.  Sub Bagian Rancangan Hukum;
c.  Sub Bagian Tata Hukum.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-Undangan.

2. Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Bagian Wilayah I;
b. Sub Bagian Wilayah II.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Evaluasi Kebijakan
Daerah Kabupaten/Kota.



3. Bagian Bantuan Hukum
a. Sub Bagian Bantuan Hukum;
b. Sub Bagian PPNS dan HAM.

Ranif,a?ian *eba9a™ fa ,ersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

4. Bagian Dokumentasi dan Informasi
a. Sub Bagian Dokumentasi;
b. Sub Bagian Informasi dan Penyuluhan.

Rsnifr?29™ f 39" tersebul dI atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Informasi 3 A bertan99un9)awab kePada Kepala Bagian Dokumentasi dan
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Bagian ketiga
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 11
DeTeSanarfSannl® Pemban9unan "empunyai tugas pembinaan dan koordinasi pelaksanaan @
perencanaan pembangunan,  pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam = pembinaan
perekonomian dan pembangunan di Daerah serta koordinasi dibidang hubungan masyarakat. '
Pasal 12
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
a. Biro Administrasi Pembangunan;
b. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alarm
c. Biro Humas dan PDE.
2) hT '"T,? d'™ ksud pada ®  <1)’ masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Pasal 13
(1) Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Program Pembangunan
a. Sub Bagian Pendatan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Administrasi Program;
c.  Sub Bagian Tata Usaha Biro.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Program Pembangunan. 2

2. Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi
a. Sub Bagian Pembinaan Adm. Pembangunan Provinsi;
b.  Sub Bagian Pelaporan Adm. Pembangunan Provinsi.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Provinsi.
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3. Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten/Kota
a.  Sub Bagian Pembinaan Adm. Pembangunan Kabupaten/Kota;
b.  Sub Bagian Pelaporan Adm. Pembangunan Kabupaten/Kota.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Kabupaten/Kota.

4. Bagian Kerjasama Daerah
a.  Sub Bagian Analisa Kebijakan;
b. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Lembaga NonPemerintah;
c.  Sub Bagian Pengendalian.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atasmasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kerjasama
Daerah. -

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 14

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian

a Sub Bagian Koperasi dan Perindag;
b. Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

2. Bagian Produksi
a.  Sub Bagian Pertanian dan Peternakan;
b. Sub Bagian Perkebunan dan Hortikultura;
c.  Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi.

3. Bagian Sumber Daya Alam
a.  Sub Bagian Kehutanan;
b.  Sub Bagian Energi dan Sumber
c.  Sub Bagian Lingkungan Hidup.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya
Alam.

DayaMineral;

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya
Alam.

Pasal 15

(1) Biro Humas dan PDE terdiri dari:

1 Bagian Humas
a.  Sub Bagian Pengumpulan Data dan Layanan
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Informasi;

Sub Bagian sebagaimana tersebut diatas masing-masingdipimpin  oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBagian Humas.



2. Bagian Sandi dan Telekomunikasi
a. Sub Bagian Sandi;
b. Sub Bagian Telkom;
c. Sub Bagian Pemeliharaan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sandi dan
Telekomunikasi.

3. Bagian Pengolahan Data Elektronik
a. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik;
b. Sub Bagian Telematika;
c.  Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengolahan Data
Elektronik.

) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Humas dan PDE.

Bagian keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 16

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan dibidang
penataan dan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
perlengkapan, tatausaha dan arsip, serta urusan rumah tangga.

Pasal 17

(1)  Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
a. Biro Keuangan;
b. Biro Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
c. Biro Umum.

2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 18

(1)  Biro Keuangan terdiri dari :
1. Bagian Perencanaan Anggaran
a.  Sub Bagian Anggaran Urusan Wajib;
b. Sub Bagian Anggaran Urusan Pilihan;
c. Sub Bagian Pengesahan DPA.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan
Anggaran.

2. Bagian Perbendaharaan
a.  Sub Bagian Belanja Urusan Wajib;
b. Sub Bagian Belanja Gaji;
c.  Sub Bagian Belanja Urusan Pilihan.
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Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perbendaharaan.

3. Bagian Verifikasi dan Evaluasi
a. Sub Bagian Verifikasi/Evaluasi SPJ Urusan Waijib;
b. Sub Bagian Verifikasi/Evaluasi SPJ Urusan Pilihan;
c. Sub Bagian Verifikasi/Evaluasi SPJ Penerimaan danPembinaan Bendahara.
SubBagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Verifikasi dan
Evaluasi.

4. Bagian Akuntasi dan Pelaporan
a.  Sub Bagian Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
b. Sub Bagian Akutansi Penerimaan Daerah; !
c. Sub Bagian Akutansi Belanja Daerah.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Akuntasi dan
Pelaporan.

5. Bagian Kas Daerah
a. Sub Bagian Urusan Penerimaan;
b. Sub Bagian Urusan Pengeluaran;
c. Sub Bagian Urusan Pelaporan dan SPD.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kas Daerah.

6. Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Sub Bagian Evaluasi APBD;
b. Sub Bagian Evaluasi Perhitungan APBD;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Administrasi
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

2 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Keuangan.

Pasal 19
(1) Biro Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri dari:

1. Bagian Kelembagaan
a. Sub Bagian Organisasi;
b. Sub Bagian Pengelolaan Data;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

2. Bagian Tatalaksana
a. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan danPembangunan
b. Sub Bagian Tatalaksana Umum;
c.  Sub Bagian Akuntabilitas.

SubBagian sebagaimana tersebut di  atas masing-masingdipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.



3. Bagian Analisa Jabatan
a. Sub Bagian Analisa Jabatan;
b. Sub Bagian Formasi Jabatan;
c.  Sub Bagain Penegakan Disiplin.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Analisa Jabatan.

4. Bagian Kepegawaian
a. Sub Bagian Mutasi;
b.  Sub Bagian Pengembangan;
c. Sub Bagian Kesejahteraan PNS.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala bagian yana
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian.

Pasal 20
Biro Umum terdiri dari:

1. Bagian Umum dan Rumah Tangga
a. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b. Sub Bagian Urusan Dalam;
c.  Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Rumah
Tangga.

2. Bagian Tata Usaha Keuangan
a. Sub Bagian Belanja Pegawai;
b. Sub Bagian Belanja Lain-Lain;
c.  Sub Bagian Tata Usaha Biro, Arsip dan Ekspedisi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha
Keuangan.

3. Bagian Perlengkapan
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Inventarisasi dan Pengadaan;
c.  Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.
4. Bagian Protokol dan Perjalanan

a.  Sub Bagian Protokol,
b.  Sub Bagian Perjalanan;
c.  Sub Bagian Tamu Pimpinan.
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Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol dan
Perjalanan.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Umum.
BAB IV
STAF AHLI

Pasal 21
(1)  Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)  Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
(3) Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 22
(1)  Staf Ahli Gubernur merupakan Jabatan Struktural Eselon Il.a ;
(2)  Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris ~ Daerah;
(3)  Tugas dan fungsi Staf Ahli diluar dari pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.
BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
DAN STRUKTURAL ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 23

(1)  Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi;

(2)  Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 24
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sekretariat DPRD mempunyai
fungsi:

a.
b.
c.

fasilitasi rapat anggota DPRD Provinsi;
pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Provinsi;
pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 26

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
1. Sekretariat;
2. BagianUmum
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan;
c. Sub Bagian Kepegawaian.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Persidangan
a. Sub Bagian Risalah;
b. Sub Bagian Rapat-Rapat;
c. Sub Bagian Perundang-Undangan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

4. Bagian Keuangan
a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
b. Sub Bagian Pembiayaan;
c. Sub Bagian Pelaporan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

5. Bagian Humas dan Protokol.
a. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi.
b. Sub Bagian Protokol dan Aspirasi;
c.  Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan
Protokol.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
Provinsi.

Bagan Struktural Organisasi Sekretariai DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran li Peraturan
Daerah ini.
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi sesuai
dengan keahlian.

Pasal 28

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.

(@] Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 29

(1)  Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal;

(2)  Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah
Provinsi, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)  Sekretaris Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;
(3)  Sekretaris DPRD Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan DPRD;

(4)  Sekretaris Daerah Provinsi adalah Eselon I/b ;

(5)  Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur adalah Eselon Il/a

(6) Kepala Biro adalah Eselon Wb ;



